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Abstract
The production sharing contract iy needed heeause owners of land wani fo get the
henefit from their fond bt they can not cultivate iof frr many re SRy,
cansing they invite other people to cultivate their land boased on the agreement of
nruduction sharing which is made orally. This way of creating o confract may caise
wncertainly of land use and disadvantages for cultivating farmers. To prevent the
prohiems, the Indonesian government issued the law No. 2 of 1960, aiming af
creating production sharing confracts (nal Based o the principie of justice between
Henad owners ad culiivaring farmers and the contract showld be made i wratten.
Hewever. this article shows that local people did not want to implement the law,
hecause of the complexity of the procedure (o have the contract und the village head
did not krow about the low.

Pendahuluan Tanah merupakan sumber
penghasilan yang pokok dan dengan
memiliki tanab  berarti mempunyai
kedudukan sosial yang  terhormat

Dalam rangka  pembangunan
nasional dewasa ini masalah tanah

mendapat perhatian dan  penanganan
sccara Khusus dari berbagaio pihak,
karena fungsi tanah dalam
pemhangunan semakin strategis baik
dalam arti ekonomis maupun dalam
arti pulitis dan keamanan.
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dalam masyarakat hukom.  Setiap
orang tenty memerlukan tanah, bukan
hanva dalam kehidupan saja. letap
untuk matipun  orang  memerlukan
tanah.

Tanah dapat dinilai sebagai
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spatu harta vang mempunyal  sifat
permanen, karena memberikan suatu
kemantapan untuk dicadangkan bagi
kehidupan  dimasa  mendatang  dan
pada  dasarnya tanah pulalah  yang
dijadikan tempat persemayaman
terakhir bhagil  seseorung  vang
meningpal dunia { Rahman, 1978).
Dalam rangka untuk kepastian
hukum antara pibak vang punya tanah
dengan pihak yang tidak punva tanah,
perin adanya suatu peraturan hukuam
vanp mengatur, Oleh karena itu untuk
melindungt golongan. petani ekonomi
lemah  dan tindakan dari golongan
vang kunt vang mengandung  unsur
pemerasan dan pemaksaan,
pemerintah mengeluarkan UL No. 2
tabun 1960 tentang Perjanjian. Bagi
Hasil tanah pertanian,
Pasal | avat (¢} UL No. 2 tahun 1940
menyebutkan :
Perjanjian  bapi  hasil ialah
perjanjian dengan nama
apapun juga vyang diadakan
antara  pemilik pada suatu
pihak dan seseorang atau
badan hukum pada pihak lain
vang dalam undang-undang ini
disebut penggarap berdasarkan
perjanjian dimana penggarap
diperkenankan  oleh  pemilik
tersebut untuk
menvelengearakan  pembeagian

hasilnya antara kedua belah

pihak.

Menorut AP Parlindungan
bagi hasil adalah suatu  lembaga
hukum adat, sebagaimana hukum adat
bainnya dan tidak dapat diajukan teori-
teori lain, oleb Karena lingkungan di
negara-negara memungkinkan
ditafsirkan demikian, tetapi di dalam
hukum adat itu sendiri, dia tidak
melulu dapat dianpgpap sebagal sustu
usahy bisms seperti vang terjadi dan
kemudian dikembangkan di negams-
negara ini { Parlindungan, 19849)

Tujuan dari UL No. 2 tahun
1960 adalah agar pembagian  hasil
tanah antara pemilik dan penggarap
dilakukan alas dasar vang adil untuk
mencgaskan hak dan  kewajiban
pemilik  dan  penggarap, menjamin
kedudukan hukum wang lavak bagi
penggarap yvang berkedudukan femah
vang akhirnva akan berpengaruh
positif pada produksi yang
bersangkutan. Terhadap bagi hasil ini
di Indonesia terdapat mama  vang
berbeda-beda scperti memperduai di
sumatera Barat, Maro di Jawa, fove di
Minahasa, revene di Sulawesi Selatan,
nengah i Panangan. Perjanjian bagi
hasil ini lerjadi apabila pemilik tanah
memberikan zin kepada omng lain
untuk mengerjakan tanahnya dengan
perjanjian bahwa vang mendapat izin
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itu harus memberikan sebagian
{ separo kalaw memperdual atan mare
dan sepertiga  kalau  merteln  atau
Jejuran) hasil tanahnya kepada pemilik
tanah.

Di Indonesia pada wmumnya
dan  khususnva di  Kecamatan 1V
Angkat Candung Kabupaten Apam,
laju  pertumbuhan  penduduk  begitu
pesal, sementara tanah vang tersedia
tetap dalam arti tidak  bertambai.
Bentuk kehidupan asli ini mengalami
perubahan yang membawa pengaruh
terhudap kehidupan rakyat di daerah
ini. Oleh karena itu ada orang yang
mempunyai tanah dan ada yang tidak
mempunyai tanah pertanian,  Bagi
mereka vang tidak mempunyal tanah
pertanian terpaksa menyelenggarakan
uspha pertanian diatas ftanah
kepunyaan orang lain entuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan perjanjian
bagi husil vang akan dibagi antars
kedua belah pibhak menurut
kesepakatan yang telah  disetujuoi
sebelumnya,

Dasar perjanjian bagi  hasil
adalah pemilik tanah ingin memungut
hasil dari tanahnva atan ingin
memanfasikan tanabnyva, tetapn tdak
dapat mengerjakan sendiri tanahnya.
Funasi dari perjanjian bagi hasil ialah
hak milik atas tanah dijadikan
produktif tanpa bekerja  sendiri

811

{ Wignjodipocro, 1987).

Orang yang berhak
mengadakan perjanjian  bagi  hasil
menurat hukum vang berlaku sekarang
tidak terbatas pada pemilik  tanah,
letapi oOrang vang mempunyai
hubungan  hukum  terientu  dengan
tanah  yang bersangkulan. misalnya
pemegange  padal, penyewa, bahkar
seprang penggarap yaite pihak kedua
vang mengadakan perjanjian bagi hasil
dalam batas-hatas tertentu berhak puia
mengadakan perjanjian  bagt  hasil °
{ AP, Parlindungan, ! 987

Di Kecamatan IV Angkat
Candung Kabupaten Agam sejak dulu
sampai sekarang ini banyak pemilik
tanah yang memproduktifkan
tanahnya dengan cara mempersedual
{ bagi hasil) menurut hukum adat
mercka, Pada tahun 1960 pemeriniab
mengerluarkan U No, 2 tahun 1960
tentang  perjanjian bagi hasil tanah
pertanian dengan peraturan
pelaksanaannya Instrukst Presiden No.
13 tahun 1980,

Penelitian ind bertujuan untuk
mengetahui  pelaksanaan  bagi  hasil
berdasarkan UL No. 2 tabun 1960 dan
mengelahui  kendala-kendals  yang
terjadi terhadap perjanjian bagi hasil
tersebut. Dari penelitian  ini
diharapkan bermantzat secara yuridis
untuk memberikan sandaran hukum
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tentang  perjanjian bagi hasil tanah
pertanian di kecamatan [V Angkat
Candung, Dari sepi praktis untuk
pedoman  dalam  mengatasi  kendala-
kendala dalam perjanjian bapl  hasil
serta mantaat fain yang diharapkan
sebagal sumbangan berharga  bagi
khasanah 1lmu pengetahuan.

Metode Penelitian

Daerah  penelitian  dilakukan

pada 4 desa d1 Kecamatan IV Angkat
Candung vaitu desa Limo Bala, Batu
Tebal, Balai Gurah dan Penampuang
[fjung.
Metode penelitian  yang  digunakan
adalah metode kualitatil dengan
melakukan  wawancara langsung
sebagai alal pengumpulan data.
Wawancara dilakukan terhadap para
informan yaitu pemilik dan penggarap
sebanvak 40 orang yang terdiri dan 16
orang pemilik dan 24 orang
penggarap.  Disamping  itu  untuk
melengkapt data dan informasi tentang
masalah  penelitian juga  dilakukan
WaAWANCara terhadap tokoh
masyarakat seperti; ninik mamak, alim
ulama. kepala desa dan peranghkat desa
lainnva,

Data primer  yang telah
dipereleh di lapangan dianalisis secara
deskripsi untuk  memperlihatkan
kecenderungan gejala.  fakta  dan

aspek-aspek dalam perjanjian bagi
hasil yang kemudian selanjulnya
menarik  berbapgai konklusi  dars
penvebab  lergadinya kecenderungan
dari gejala tersebut. Dengan
penelitian  deskriptif, analisis  ini
digunakan untuk memahami
perjanjian  bagi hasil di  perdesasan
dalam rangka kerangka sosiologis,
sehingua dupul  dipereleh gambaran
dan kendala-kendala sosial  vang
menyebabkan pelaksanaan bagn hasil
tidak selalu sejalan dengan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku.
Dari pembahazan ini diperoleh
kesimpulan yang memberikan
Jawahan atas permasalaban penalitian,

Hasil Pembahasan

Dalam penpgarapan dan
pengelolaan  lahan  pertanian sanpat
lazim dijumnpai sistem bagi hasil vang
istilah  setempat  dikenal  dengan
memperduai. Hal utama yang melatar
belakangi masalah ini adalab kurang
meratanya  penguasaan  tanah  bag
penduduk untuk lahan penggarapan.
Sebapian memiliki lahan vang cukup
luas, sementara lenuga  penggarap
tidak memadai, maka untuk
pemanfaatan sawah tersebut
diserahkan kepada pihak lain yang
mempunyal sumber dava [ tenaga
kerja), Alasan lain terjadinya sistem
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bagi hasil karena dorongan
kemanusiaan untuk membantu orang
lain yang tidak punya lahan, tetapi
dalam hal ini antara pemilik dengan
penggarap  masih  punya  hubungan
keluarpa dan kekerabatan.

Bila dibhubungkan denpan
tradisi  merantas  bagi  masyarakal
pedesaan. Minangkabau, maka
kebanyakan pemilik  laban adalah
keluprpa  yang  kurang  mempunyai
anggota keluarga dan kerabat untuk
mengolah, karena mereka  sudah
hanvak yang meninggalkan kampung.
Schagian lagi ditemukan kasus dimana
pemilik masih punya anggota kerabat
vang cukup banyak tinggal dan
menctap i1 desa, dimana B orang
punya hubungan keluarga dan 32
orang  tidak mempunyvai  hubungan
keluarpa, akan tetapi anggota keluarga
sudah banyak vang meninggalkan
sektor perianian  sebagai  andalan
wlama mata pencsharian. Hal ini
terlihat  dari komposisi pekerjaan
wiama pemilik lahan adalah pekerjaan
non pertanian seperti pegawai negeri
swasta, pedapang dan usaha mandiri
lainnya.

ari data di lapangan
diternukan sebagian besar siatus tanah
yang digarap adalah tanah kaum dan
ranah gadaian., sedangkan status tanah
hak milik hanva sebagian kecil saja,
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walaupun yang diolash tanah kaum,
tetapi dulam pelaksanaannya tidak ada
diketahui oleh mamak kepala wans
atau KAN.

Mereka sudah merupakan
kebiasaan babwa tanah kaum dipegang
holeh wanita apakah akan diolah atau
diserahkan kepada orang lain untuk
mengolahnya, mereka tidak
memberitahu kepada mamak  kepala
waris, kecuali jika tanah kaom akan
dipadaikan kepada orang lain. Karena
tanah  kaum dibawah pengawasan
mamak kepala waris deo digunakan
untuk anggola  kawm  vang  tidak
mampu. loi membuktiken kalau
pemilik berasal dari keluarga yang
banyak memiliki lahan sawah
sementara mereka tidak mempunvai
waktu dan tenaga untuk mengolah.

Sebagaimana sudah disinpgung
diatas, sistemn bagi hasil terjadi karena
adanya  kesepakatan antars  pemilik
dan penggarap. Inisiatit awal
kebanyakan datang dari  pemilik,
Walau ada juga beberapa  kasus,
dimana penggarap vang lebibh dabulu
menawarkan jasanva untuk
menggarap. Kesepakatan yang
dilakukan biasanya berpedoman pada
kehiasaan wvang sudah diprakiekkan
sgcara lurun temurun. Jadi
kesepakatan tersebut hanva
berdasarkan  pada  hukum adat
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{ kebiasaan dan tradisi) vang sudah
lazim dipakai masyarakat setempat.

Dalam kesepakatan tersebut
cukup dilakukan secara lisan dalam
jangka wakiu yang tidak ditetapkan.
Artinva pelaksanaan tersebut
digupakan sampai menjelang panen.
Setelah pamen usai, kesepakatan
dimusvawarahkan lagi, bisa saja
diteruskan, kalau dihentikan
tergantung pada kedua belah pihak.
Tapi kalau lidak ditemukan hal-hal
vang prinsip (seperti kerugian dan
resiko papal panen) biasanya pemilik
tidak mau lagi menyerahkan pada
penpgarap untuk mengolah tanahnya.

Musyvawarah dan mufakat
hiazanya dilakukan di rumeh pemilik
setelah sebelumnya ada
pemberitabuan. I} lapangan
ditermukan kesepakatan dilakukan di
inkasi atan sawah yang akan digarap
pada saat mereka kebetulan bertemu.
Hlal ini menggambarkan bahwa
kesepakatan lersebut didasarkan pada
saling kepercayaan yang tinggi antara
penduduk, karena antara pemilik dan
pengearap sudah saling mengenal dan
intim,

Untuk tanaman padi, pengairan
hendaknya memadai, kKarena bibat
yvang haru ditanam harus
membutuhkan air untuk pertumbiuhan,

disamping lebih memudahkan proses
pengolahan  awal, Pekerjaan ini
umumnya dilakukan secara tradisional
dengan mempergunakan canghkul atau
bajak yang ditarik oleh seckor kerbau.
¥ desa Panampung Ujung pengolahan
awal sebagian menggunakan  mesin
bajak ( hand tractor) vang biasanya
ditanggung oleh penggarap,
Pengeunaan mesin bajak  disebabkan
wilayah tersebut irigasinva lidak
memadai. Pengairan  semata-mata
tergantung pada air hujan, sehingga
kondisi tanah sedikit keras dan liat
Pada dacrah  yang kurang sumber
girnya panen dilakukan hanya sekali
dalam setahun.

Setelah berumur 10 — 15 han
diberi  pupuk  seperti wrea, T&P.
pemupukan berikutnva dilakukan
setelah padi berumur kira-kira 2 bulan
atau setelah padi dibersihkan dan
rumput <an pulma penggangu, Pada
pemupukan vang kedua biasa
mengpunakan pupuk jenis urea. Jadi
pemupukan padi dilakukan rata-rata 2
— 3 kali sampai panen. Pada proses
awul, kalau pemilik tidak terlibat
bekerja, maka kadang-kadang ia turut
mengawasi dan  mengamatl  proses
pekerjaan.

Berdasarkan persenlase
keuntungan, ada dua tipe pembagian

bl
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hasil wang lazim digunakan oleh
penduduk yaitus

1. Hasil panen dibagi  dus

antara pemilik dan
PenEparap  Masing-masing
mendapat bagian sebagian.
Dalam hal in1 kewapban
pemilik menyediakan bibi
dan pupuk sedangkan
kewajiban penggarap
adalah mengolah lahan dari
awal sampai akhar,

2. Pemilik lahan  mendapat

/3 bagian sedangkan
penggarap  mendapat 23
hagian. Dalam tipe ini
pemilik hanya
menyediakan lahan.
sedangkan  tenapga- dan
biaya penggarapan
ditangpung oleh
penggEarap.

Kecilnya pembagian  yang
diterima olch pemilik, disebabkan oleh
pemilik hanya mengharapkan
tanahnya tetap produktif dengan Lidak
memperhatikan  hal-hal  yang  kevil,
Tipe dan bentuk pembagian  hasil
seperti tersebut di atas berlake untuk
lahan sawah. Untek ladang palawija
ada beberapa perubahan  dan
penvimpangan dari  aturan Itu.
tergantung  dari  kesepakatan  kedua
belah pihak.

fifl -

Untuk tanaman palawija dan
savuran dari beberapa kasus
ditemukan di lapangan. modal usaha
dan benih ditanggung oleh penggzarap
ataw  secara  bersama-sama antara
pemilik dan penggarap, Untuk jenis
lapaman sayvuran pembagian hasilnya
panennya 2/3 bagian untuk penggarap
dan 1/3 bagian untuk pemilik, Dalam
memanen  hasil  dilakukan sccars
bersama-sama  antarn  pemilik  dan
pengparap. Hal ini bagi permbk untuk
mengantisipasi  hal-hal vang  1uluk
diinginkan, misalnyr penggarap
memanen sendiri, lanpa
sepengelaboan pemilik dan hasilnys
lidak dilaporkan  kepada  pemilik,
Apalags kalae jauhnya lokasi laban
dengan rumah pemilik. Hal ini sering
terjadi pada pancn palawiya sepert;
cabe, tomat, savuran dilakukan
berkali-kali  dalam  rentang  waktu
tertentu.

Pedoman tentang pembagian
hasil antara pemilik dan penggarap
dapat dilihat dalam penjelasan UL Mo,
2 tahun 1960 vang menyvebutkan
bahwa ;

I. Untuk tanaman yang
ditanam di sawah dcngan
pembagian basil 1 1 1]
artinya masing-mAasing
mendapat 50 %,

2. Untuk  tanaman  palawija
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vang ditanam di sawah dan
tanah kering dengan
pembagian  hasil 1/3
pemilik dan 2/3
penggarap..
Ketentuan ini Ichih menguntungkan
kepada penggarap. Dalam penentuan
bagi #hasil wvang didasarkan pada
kesepakatan pemilik dan penggarap,
i membuktikan bahwa pembagian
bagi hasil disesualkan denpan
perkembangan dari  kebutuhan
masvarakat.

Status Kepemilikan tanah yang
dijadikan lahan perlanian  bervarias,
ada tanah pusaka, tanah kaum
keluarpa, tanah pribadl dan tanah
padai, Kebanyakan pemilik  tanah
berasal darm keluarga  menengah,
Mereka boavak mempunvai  dan
menguasai tanah baik berupa sawah,
ladang dan perbukitan, schingga
terlalu  luas untuk digarap denpgan
anggota kerabat yang terbatas. Hal mi
dijumpal pada lahan-lahan wvang
berasal dari tanah pusaka. Dari sepd
pekerjaan, rata-raty pekerjasn pemilik
adalah nron perianian dengan tingkat
hidup  yang  relatif tinggi. Dengan
status lerschut  banvak apak-anak
mereka yang menempuh pendidikan
vang cukup, kemudian hekerja dan
meninggalkan kampung, Tentu saja ini
semakin  mengurangl jumlah tenaga

kerja untuk mengolah dan mengearap
lahan pertanian vang dimiliki
Untuk tanah kaum.
penzuasaan tanah terletak di langan
kaum perempuan lertua dibantu oleh
saudara laki-laki (mamak), sedangkan
pada tanah milik atau tanah  Eadai
penguasaan lerletak di tangan masing-
masing pemilik vang umumnya
dikelela oleh kaum wanila. Selama
penelitian ini berlanpsung responden
pemilik sebagian besar kaum wanita.
Sebagal suatu produk hukum
U No. 2 tahun 1960 mengatur
termany beberapa hal yvaitu
a)l Mengenai bentuk perjanjian
bagi hasil *lanah garapan
antar pemilik dan penggarap,
by Jangka waktu perjanjian bagi
hasil antara  pemilik  dan
pengEarap.
¢} Pembagian hasil 1anah antara
pemilik dan penpgarap,
d} Hak dan kewajiban antara
pemilik dan penggarap.
mebagal suatu sisterm UL No, 2 tahun
1960 mehbatkan scjumlah  elemen
sosial di dalam masvarakat seperts :
pemilik tanah, penggarap, birokrasi
pada tingkat desa dan kecamatan. ahli
waris dari pihak pemilik  dan
pengearap serta saksi dari pemilik dan
pengearap.
Bentuk perjanjian hagi hasil

al
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vang  harus tertulis dan  dilegitimas
dihadapan birokrasi desa dan
kecamatan merupakan suatu hal yang
baru bapl masvarakat di kecamatan IV
Angkat Candunp, schingea  scbagai
suatu  sistem sampal saat  imi ada
beberapa elemen yang tidak berlungsi,
sepertl dalam perjanjian penggarapan
lanah tidak melibatkan kepala desa
dan camat seria mengabaikan suksi
baik dari pihak pemilik maupun dari
penggarap. Perjanjian bagi hasil vang
dilakukan secara lisan sudah
berlangsung lama di kecamatan [V
Angkat  Candung, dimapa mereka
sudah biasa dengan perjanjian yang
dilakukan secara lisan dan jika
dilakukan secara tertulis. apalagi
dihadapan kepala desa dan dengan
pengesahan dari camat mercka sangat
keberatan, dimana alasan mereka
vaitu ;

I. Dengan dilaksanakannya
perjanjian bagi hasil dihadapan
kepala desa dan pengesahan
oleh rcamat. maka
menyebabkan pemilik  waijib
membavar PBE,

2. Dengan perjanjian bagi hasil
secara tertulis, akan
menyebabkan  bherkurang
pembagiannya, karena mercka
akan dibebani biaya pada
panitia bagi hasil,

i. Pemilik dan penggarap tidak
akan bebas dalam menentukan
pembagian hasil.

Masvarakal i kecamatan 1V
Angkat Candung mempunyai  sifat
vang pasif terhadap ketentuan undang-
undang. apalagi vang memberatkan
dan merugikan mereka, karena setiap
undang-undang mempunvai  sanksi
bagl siapa  vang melanggar.  Oleh
karena itu mercka lebih  banvak
melakukan perjangian  bagi  hasil
menurut hukum adal setempat yvang
tidak mempunyai savksi.  hanva
berdasarkan kepercayaan saja. Hal ini
discbabkan karena bentuk perjanjian
bagi hasil vang diharapkan oleh LU
Mo, 2 twhun 1960 merupakan ide- ide
baru yang datang dari luar masyaraka
di kecamatan IV Angkat Candungo
karena mercka telab mengenal secara
turun temurun tradisi lisan dan saling
MEMpercayal Mengenal pengearapan
lanah dan bagi hasilnva,

Bentuk dan corak svate ide,
Panvak lergantung dan bisa divkur
aleb efek dari ide itw sendiri. Ide vang
paling ideal adalah makin dekainya

jarak amtara keharusan (das sollen)

dalam ide itu sendiri depgan
kenvataan-kenvataan (das scin) vang
diwujudkan oleh penduduk.
Pendukung untuk terlaksananya UL
NOL 2 ahun 1960 adalah elemen-
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clemen sosial sebagaimana dinyatakan
diatas. Untuk memperdekat jarak
antara das sollen denpan das sein
diperlukan  suate kondisi. Denpan
tidak terpenuhinva suatuy kondisi ini
merupakan  suatu kendala bagi
terlaksananya LU Mo, 2 tahun 1960 di
kecamatan IV Angkat Candung,
fFiendala-kendala wvang
mendasar bagi pelaksanaan /1) No. 2
tahun 1960 adalah kondisi sosial yang
dimiliki masvarakat setempat. Dalam
masyarakat sebagai suatu kelompok
sosizl sepantiasa terdapal apa vang
disebut denpan Collective
Conseiousness atan Collective mind
{kesadaran kolekiif) yang berfungsi
untuk membatasi manusia di dalam
membuat pertimbangan-pertimbangan
akainva dan secara  keseluruhan
membatasi kelakuan manusia, Karena
collective conscionsness memiliki dua
sifat pokok yaitu yang eksterior dan
constrain. Yang pertama mengandung
pengertinn bahwa kesadaran kolektif
berada diluar diri setiap individu dari
suatu  kelompok  atau  masyarakal,
Kesadaran kolektif tidak tergantung
adanya cksistensi dari tiap individu.
Yang bersifat constrain mengandung

pengertian bahwa kesadaran kolektif

memiliki kekuatan memaksa terhadap
angpota-anggota  masyarakat. Oleh
karepa  kedus macam  sifat  vang

]

dimiliki oleh kesadaran kolektif. Maka
kesadaran kolektil ini berwatak super
indivicdial artinya kesadaran kolektif
menjadi pusat penvesuaian diri dari
angpota-angeota  masvarakat, dengan
demikian kesadaran individual
dibentuk oleh kesadaran kolektif.
Dalam pengertian yange sangal
umum kesadaran kolektif mi disebut
schagal kebudayaan. DI dalam
kebudavaan terkandung dua pola yaitu
habit of aetion dan habit af thought.
Yang pertama memanifestasikan diri
kedalam berbagal macam habitual
action seperti etika, upacara dan
berbagai teknik untuk memanfaatkan
barang-barang material. Sedangkan
vang  kedusn mengekspresikan  din
keberbapal habitual thinking  seperti
ilmu pengetabhuan, kepercavaan,
apama dan  nilai-nilai sosial. Oleh
karepa itu kebudayvaan mengandung
scjumlah aturan atau definisi-definisi
yvang membolehkan atau tidak
membalehkan orang untuk melakukan
atan tidak melakukan sesuatu, dalam
kebudayaan terdapat cara berpikir dan
bertindak  vang  diwariskan dam
penerast ke generasi berikulnya, maka
suatu  penilatan  tentang  kebenaran
dilekalkan kepadanva dan seterusnya
orang akan menerima seris
menyesuatkan dirl terhadapnya tanpa
banvak pertanyvaan, ™ dalam
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tingkatan vang lidak mudah  berubah
cara berpikir dan bertindak, in disebut
sebagai tradisi (adat kebiasaan). Nilai-
nilai yang terkandung di dalam tradisi
gkan diragukan orang, apabila suatu
inovasi ataw ide Baru lebih  dapat
melavani  kebutuhan masyarakat.
Tetapl apabila inovasi ataw ide baru
tersebul tidak cukup dapat melayani
akan kebutuhan-kebutubhan, maka
inovasi atau ide baru fersebut akan
diabaikan orang. Berdasarkan
hastl temuan i lapangan  dengan
melalui  wawancara mendalam
terhadap sejumlah informasi  dari
perbagai clemen masyarakat seperti:
petani  pemilik, pelani pengparap,
perangkat kelurahan dan kecamatan
maupun lokoh-tokoh masyarakal
ditemukan bahwa darl aspek bentuk
perjanjian pada UU Ne. 2 tahun 1960
vang tidak terlaksana. Hal imi
merupakan suatu  kendala bagi
tercapainya UL No. 2 tahun 1960,
Kemudian kendala vang
mendasar tidak dilaksanakan bentuk
perjanjian  bagi hasil vang sesuai
dengan UL No, 2 tahun 1960 yaitu:

. Kendala yang berasal dari
kondisi masyarakat,

2. kendala wyang berasal danm
proses pemasvarakatan  atau
spstalisasi  undang- updang
tersebut dalam mengantisipasi

perkembangan atau  dinamika

masvarakat,

Masyarakat kecamatan 1V
Angkat Candung adalah masvarakat
agraris non mekanik artinya
masyarakat wvang masih tergantung
pada sektor pertanian vang  bersifat
tradisional. Nilai-nilai tradisional
masih dipegang kukuh oleh
masvarakat, schingga sikap  jiwa
didasarkan kepada kebiasaan-
kebiasaan yang diturunkan dari
penerasi ke generasi pererusnva dan
lebth lanjut menambahke  sikap dan
angpapan bahwa segala sesuatu yang
ade di dalam  kehidupan  manusia
sesungeuhnya  hanvalah  merupakan
simbol darl prinsip-prinsip universal
dan sebapm final adalah prinsip yang
tertinggi yaitu Allah 3WT atau Tuhan
Yang Maha Esa. Hal ini
dimanifestasikan dalam bhentuk
perjanjian lisan dalam  penggarapan
lanah antara pemilik dan pengparap.
aaling  “mempercayal”  merupakan
sikap jiwa yang dianut baik oleh
pemilik maupun penggarap. Masing-
masing percava bahwa mereka tidak
akan ingkar terhadap perjanjian lisan
yvang telab mereka sepakati dan ini
terbukti  Kasus persengketaan  yang
diakibatkan oleh perjanjian bagi hasil
tidak pernah terjadi sampai sekarang.

——
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Hal ini membuktikan bahwa
perjanjian dalam bentuk lisan sebapai
suatu nilai tradisional masih sesuai
dengan nilai-nilai dan pola tingkah
laku  yang diaout oleh  masyarakat
kecamatan IV  Angkat Candung.
Ketika ditanya kepada  sejumlah
nforman  dengan  berbagat  variasi
seperti pemilik, petani penggarap dan
aparat desa, tuntutan UL No. 2 tahon
1960 9 dalam bemuk tulisan  dan
diketahui  oleh  kepala desa  serta
disaksikan oleh orang) dianggap
berlsku tumit dan  berbelit-belit,
seolah-olah tidak saling mempercavai
antara  pemilik  dengan penggarap.
bemudian ketika ditanvakan kepada
inlorman konel dari ninik  mamak,
alim ulama, aparat dan staf desa
mereka mengatakan tidak menzetahui
secara batk isi dari UTJ No. 2 tahun
1960, Ini membuktikan bahwa
masvarakal sgcara umum  dan
khususnva di lokasi penelitian tidak
lahu tentang adanya peraturan vang
mengalur tentang bagi hasil, hal ini
discbabkan karena tidak pernah ada
sosialisasi tentang  Undang-Undang
tersebut kepada masyarakat.

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan.

Berdasarkan wraian di atas,
maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan babwa
1. Sebagai svatu sistem, UU No. 2
lahun 1960 tidak terlaksana secara
maksimal di kecamatan 1V Angkat
Candung, Hal ini karepa tidak
herfungsinya elemen birokrasi dan
mevamatan serfa saksi  dalam
menyerlai proses perjanjian bagsi
hasil yang merupakan salah sar
aspek dari Undang-Undang
tersebut,

Pola bertindak [ habitual action)
untuk  memanfaatkan barang-
barang material vang berhubungan
dengan pengolahan tanah antara
pemilik  dan pengparap masih
mengekspresikan  pada pola
berpikir (habitual Thinking) vang
berorientasi pada nilai-nilai sosial.
budaya tradisional vakni dalam
bentuk - perjanjian  lisan  vang
disepakati kedua belah pihak tanpa
saksi. Hanya faktor kepercayaan
vang melandasi perjanjian
tersebut. Hal ini mengindikasikan
bahwa masyarakat di kecamatan
IV Angkat Candung  menganut
sistem budava agraris vang bersifat
tradisional.  Dalam  kenyataanva
beptuk  perjanjian diatas  tidak

-3
'

a3
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banvak atau sama sekali tidak

menimbulkan sengketa,

3, Idar1 Kkenyvataan diatas
mengakibatkan proses
pemasyarakatan  atau  sosizlisasi
UL M. 2 tahun 1960 tidak ada
dilakukan kepada masyarakat.

4. Akibat tidak adanva sosialisasi UU

h

fifs

Mo, 2 otabun 1960, menvebabkan
masvarakat sama =ckali tidak
mengenal dan khususnya
masyvarakal i kecamatan [V
Angkal Candung.

Dengan demikian kondisi
masvarakat vang masth menganut
sistemn budava agraris tradisional
dan tidak adanva =osialisasi
terhadap UL No. 2 twshun 1960
aleh pihak vang berwenang secara
bersama-sama  menvehabkan
kurang terlaksananva sccara
maksimal UL No. 2 tabun 1960
terutama  pada  aspek  bentuk
perjanjian bagi hasil. Dengan kata
laim masyarakat dengan  sistem
budava agraris tradisional  dan
tidak adanva sosialisasi kepada
masvarakal mengenal undang-
undang tersebur, sehingea hal ini
merupakan  suatu  kendala  cridak
lerlaksananya undang-undang bagi
hasil vaitu UL Mo, 2 tahun 1960 di
kecamatan IV Angkat Candung.

Suran,

i

Uniuk mengantisipasi
perkembangan dan  dinamika
ma=varakal perlu dilaksanakan
sosialisasi vang serius mengenai
UL No. 2 tahun 1960 i
Eecamatan 1V Angkat Candung.
Perll suatu  penyuluban  vang
dilaxsanakan olch pemerintah
upiux  memahami  pentingnya
perjanjian  bagi  hasil yang
didesarkan pada svatu peraturan
lertaiis,

Dalam  mengeluarkan  undang-
undang dan peraturan pelaksana
olel pemerintah hendaknya juga
memperhatikan  adat  kebiasaan
vang swdah berlaku secara turun
temurun  dalam  masyvarakat
Arnya jangan sampal peraturan

tersebut  bertentangan  dengan
kebizsaan yang telah lama
berlaku dan dipakai oleh

khususnya
kecamatan [V

masvarakat.
mas=varakar di
angkal Candung
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